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KEJAKSAAN NEGERI TETAPKAN TERSANGKA 

KORUPSI SISTEM INFORMASI DESA DI FLOTIM 

 

 
https://puspindes.pemalangkab.go.id 

 

ANTARANEWS.COM, KUPANG - Cabang Kejaksaan Negeri Flores Timur 

(Flotim) di Waiwerang menetapkan tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana 

korupsi pengadaan Sistem Informasi Desa (SID) Tahun 2018 dan 2019 di Kabupaten 

Flotim, NTT. "Satu orang tersangka inisial APB," kata Kepala Cabang Kejaksaan Negeri 

Flores Timur di Waiwerang I Gede Indra Hari Prabowo. APB merupakan mantan Wakil 

Bupati Flotim periode 2017-2022. APB ditetapkan sebagai tersangka usai tim penyidik 

melakukan ekspose perkara dan telah mempunyai dua alat bukti yang cukup. Hasil 

perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah pun mencapai Rp653.679.215,81. 

"Sebelum dilakukan penetapan tersangka, tim penyidik melakukan pemanggilan terhadap 

saksi APB, namun saksi tidak datang dan meminta untuk pemeriksaan tersebut dapat 

ditunda terlebih dahulu dengan alasan saksi sedang ada kegiatan di luar Kota Larantuka," 

ujar Indra. Kasus bermula pada tahun 2018 dan 2019 pada kegiatan pengadaan SID 44 

desa di Kabupaten Flotim. Kasus serupa telah menyeret dua tersangka lain sebelumnya 

yakni YPG dan YGM. 

 

Sumber Berita: 

1. https://kupang.antaranews.com/berita/130611/kejari-tetapkan-tersangka-korupsi-

sistem-informasi-desa-di-flotim, 07 Mei 2024; 

2. https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7329233/diduga-korupsi-dana-

desa-rp-653-juta-eks-wabup-flores-timur-jadi-tersangka, 07 Mei 2024; 

3. https://www.victorynews.id/ntt/33112616491/jalan-panjang-kasus-sid-di-flotim-

antiklimaks-perjuangan-agus-boli-usai-ditetapkan-jadi-tersangka, 08 Mei 2024 

 

Catatan: 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat 
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https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-7329233/diduga-korupsi-dana-desa-rp-653-juta-eks-wabup-flores-timur-jadi-tersangka
https://www.victorynews.id/ntt/33112616491/jalan-panjang-kasus-sid-di-flotim-antiklimaks-perjuangan-agus-boli-usai-ditetapkan-jadi-tersangka
https://www.victorynews.id/ntt/33112616491/jalan-panjang-kasus-sid-di-flotim-antiklimaks-perjuangan-agus-boli-usai-ditetapkan-jadi-tersangka
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setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.1  

Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil 

pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana perimbangan 

keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi anggaran dari 

APBN, bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, serta hibah 

dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Bantuan keuangan dari APBD 

Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada Desa diberikan sesuai dengan kemampuan 

keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk 

percepatan pembangunan Desa. Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah 

Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus 

(DAK) yang selanjutnya disebut ADD.2 Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan 

Pembangunan Desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat 

Desa yang meliputi: peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 

pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan 

teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; pengembangan ekonomi pertanian berskala 

produktif; pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan 

ekonomi; dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa 

berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.3 Pembangunan Kawasan Perdesaan 

dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui 

pendekatan pembangunan partisipatif. Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi: 

penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan 

pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota; pelayanan yang dilakukan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan; pembangunan infrastruktur, 

peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna; dan 

pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan 

kegiatan ekonomi.4 Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi 

Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan 

Kawasan Perdesaan. Sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan 

perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Sistem informasi Desa meliputi 

                                                           
1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1, Ayat 1 
2 Ibid. Penjelasan 
3 Ibid. Pasal 80, Ayat 4 
4 Ibid. Pasal 83, Ayat 2 dan Ayat 3 
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data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang 

berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan. Sistem 

informasi Desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa 

dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan 

informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.5 

Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja 

maupun lalai.6 Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar 

hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau 

pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti 

kerugian tersebut.7 

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara 

paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 

Rp200.000.000,00 dan paling banyak Rp1.000.000.000,00.8 Setiap orang yang dengan 

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan 

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu 

tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 dan paling 

banyak Rp1.000.000.000,00.9 

 

 

Catatan Akhir :  

Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan 

Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional) dan tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat. Dengan demikian, delik korupsi yang sebelumnya delik formil berubah menjadi delik 

materil yang mensyaratkan adanya akibat yaitu unsur kerugian keuangan negara harus dihitung secara 

nyata/pasti. 

                                                           
5 Ibid. Pasal 86 
6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1, Ayat 2 
7 Ibid. Pasal 59, Ayat 1 dan 2 
8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 2 
9 Ibid. Pasal 3 


